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ABSTRAK

PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PNS) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

OLEH
HERMANSYAH

Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil masih ada terjadi di Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin seperti tidak mengikuti apel pagi, setelah apel pagi PNS
tidak langsung kembali ke kantor, ketika jam Kkerja siang banyak yang terlambat,
adanya sejumlah pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal yang
telah ditentukan, adanya sejumlah pegawai yang berada diluar/dikantin pada saat
jam Kerja. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah
Bagaimanakah penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin? dan 2) Apakah yang menjadi
kendala-kendala dalam penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin?. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan data primer yang
diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan literature
yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Hasil penelitian tesis ini adalah 1)
Penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan namun belum optimal,
terlihat dari masih adanya pelanggaran disiplin yang belum diberi sanksi. Namun
demikian, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melakukan penegakan
disiplin dengan upaya preventif dan represif, dimana upaya tersebut dilakukan
dengan cara penerapan sanksi disiplin sesuai peraturan-peraturan dan tata tertib
yang harus dilaksanakan yaitu guna memperkecil tindakan pelanggaran disiplin
yang dilakukan pegawai dan melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan
kedisiplinan yang terus menerus dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah
setempat, serta pemberian sanksi bagi para pelanggar disiplin yang disesuaikan
dengan sanksi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. dan 2) Kendala-kendala dalam
penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu kurang berperannya pimpinan, adanya
faktor balas jasa dan budaya kerja, faktor kurangnya pengawasan melekat, ketidak
jelasan sanksi hukum, Mindset, kurangnya rasa keadilan dan dalam hal tanggung
jawab pekerjaan yaitu PNS yang tidak mampu menyelesaian tugas atau
tanggungjawab tepat waktu.

Kata Kunci : penegakan sanksi disiplin, Pegawai Negeri Sipil



ABSTRACT

ENFORCEMENT OF DISCIPLINE SANCTIONS AGAINST CIVIL
SERVICES (PNS) AT THE SECRETARIAT OF THE DPRD MUSI
BANYUASIN REGENCY

BY
HERMANSYAH

Disciplinary violations of civil servants still occur at the DPRD Secretariat of Musi
Banyuasin Regency such as not attending the morning apple, after the morning
apple civil servants do not return to the office immediately, when many afternoon
work hours are late, there are a number of employees who leave the office earlier
than the scheduled schedule. determined, there are a number of employees who are
outside / in the canteen during working hours. The problem in this thesis is how is
the enforcement of disciplinary sanctions against Civil Servants (PNS) at the
Secretariat of the DPRD Musi Banyuasin Regency? and 2) What are the obstacles
in enforcing disciplinary sanctions against Civil Servants (PNS) at the Secretariat
of DPRD Musi Banyuasin Regency?. The research method used is empirical
juridical research, with primary data obtained from the field through interviews
and secondary data by reviewing laws and regulations related to issues and
literature relevant to the discussion of this thesis. The results of this thesis research
are 1) The enforcement of disciplinary sanctions against Civil Servants (PNS) at
the DPRD Secretariat of Musi Banyuasin Regency has been implemented but has
not been optimal, as can be seen from the existence of disciplinary violations that
have not been sanctioned. However, the government of Musi Banyuasin Regency
seeks to enforce discipline with preventive and repressive efforts, where these
efforts are carried out by applying disciplinary sanctions according to the rules and
regulations that must be implemented, namely to minimize disciplinary violations
by employees and carry out disciplinary coaching through continuous disciplinary
training with socialization carried out by the local government, as well as providing
sanctions for violators of discipline that are adjusted to the sanctions contained in
Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants
and in accordance with Law Number 5 of 2014 concerning Civil Apparatus
Country. and 2) Obstacles in enforcing disciplinary sanctions against Civil
Servants (PNS) at the DPRD Secretariat of Musi Banyuasin Regency, namely the
lack of leadership roles, the existence of remuneration factors and work culture,
the lack of inherent supervision, unclear legal sanctions, mindset, lack of sense
Justice.

Keywords: enforcement of disciplinary sanctions, Civil Servants
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Manajemen Kepegawaian Nasional, salah satu jaringan birokrasinya
adalah masalah pemberian terhadap pelanggaran disiplin. Hal tersebut
dimaksudkan untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil, mendorong peningkatan Kinerja, perubahan
sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan kedisiplinan Pegawai
Negeri Sipil dan mempercepat pengambilan keputusan atas pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

Terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan “bahwa dalam
penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa DPRD
sebagai unsur penyelenggaraan daerah dan dilengkapi dengan alat kelengkapan
DPRD vyaitu Badan Kehormatan atau Sekretariat DPRD (selanjutnya disingkat
Setwan) yang bertanggungjawab langsung secara administrasi kepada Pemerintah
Daerah”. Untuk dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, DPRD
perlu didukung oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD perlu menjadi staf
paripurna yang professional seiring dengan menguatnya peran dan kedudukan
DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Pembahasannya dikaitkan dengan
kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Sekretariat DPRD,
pada Pasal 4 disebutkan bahwa sekretariat dewan merupakan faktor penting dalam

pemberdayaan DPRD, dimana ia berperan dalam membantu serta memfasilitasi



anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebagai perangkat
daerah, Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk menyusun laporan
akuntabilitas instansi pemerintah dalam rangka ikut serta mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan merupakan
ujung tombak terselennggarannya kegiatan-kegiatan DPRD di Pemerintahan
Daerah.

Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara
menyeluruh dan seragam bagi segenap Pegawai Negeri Sipil baik Pegawai Negeri
Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah, dengan demikian Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat berlaku pula
bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan
Perundang-undangan.

Disiplin merupakan salah satu kunci yang dapat mengantar individu,
kelompok bahkan bangsa untuk meraih berbagai hal yang diinginkan. Disiplin
menjadi salah satu langkah untuk muwujudkan kinerja yang baik. Hasibuan
mengatakan “kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati
semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang
baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugastugas yang
diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan
terwujudnya tujuan organisasi.! Hal yang sama juga berlaku untuk Pegawai Negeri
Sipil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah

“warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai

! Hasibuan, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT. Bumi Aksara, him.193.



Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan”.
Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkatan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh aparatur sipil negara yaitu sanksi disiplin ringan, sedang,
berat. sanksi disiplin ringan terdiri dari teguran lisan bagi PNS yang tidak
masuk kerja selama lima hari tanpa keterangan yang jelas, teguran tertulis
untuk PNS yang masuk kerja selama enam sampai sepuluh hari kerja tanpa

alasan yang jelas, dan pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang
tidak hadir kerja tanpa alasan selama sebelas sampai lima belas hari kerja.?

Berdasarkan observasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
menunjukkan bahwa terdapat 54 Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel
pagi, dengan alasan 15 orang Pegawai Negeri Sipil cuti melahirkan, 11 orang
Pegawai Negeri Sipil izin, dan 18 orang Pegawai Negeri Sipil yang sedang
menjalani dinas luar yakni bertugas di posko bersama lebaran tahun 2019 di
wilayah Muba dan 10 orang sisanya tidak jelas. Namun, sanksi pelanggaran disiplin
yang telah dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil pada Seketariat DPRD Kabupaten
Musi Banyuasin sepanjang tahun 2019-2021 menunjukkan Jenis Pelanggaran
Disiplin yaitu Adanya sejumlah pegawai yang berada diluar/dikantin pada saat jam
kerja berjumlah 2 pelanggaran, penggaranan Tidak mengikuti apel pagi berjumlah
pelanggranan, pelanggranan Setelah apel pagi ASN tidak langsung kembali ke
kantor berjumlah 2 pelanggaran, pelanggaran Ketika jam kerja siang banyak yang
terlambat berjumlah pelanggaran, pelanggaran Pulang kantor lebih awal dari
jadwal yang telah ditentukan berjumlah 3 pelanggaran, dan pelanggaran Tidak
masuk Kkerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja berjumlah pelanggran

seehingga total pelanggaran yang terjadi sebanyak O pelanggran yang masing-

2Gusti Lanang Rakayoga, Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Ditinjau Dari Aspek Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Jurnal
IUS, Vol Il, No. 5, Agustus 2014, him. 7. Jurnalius.ac.id diakses pada 6 maret 2020.



masing pelanggaran tersebut diberikan Sanksi hukuman disiplin teguran lisan.

Berdasarkan pelanggaran tersebut menunjukkan pelaksanaan peraturan
tentang disiplin PNS diatas belum optimal, terdapat pelanggaran disiplin yang
dilakukan PNS sepanjang tahun 2019, masih ada terjadi pelanggaran disiplin
pegawai negeri sipil seperti tidak mengikuti apel pagi, setelah apel pagi PNS tidak
langsung kembali ke kantor, ketika jam kerja siang banyak yang terlambat, adanya
sejumlah pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal yang telah
ditentukan, adanya sejumlah pegawai yang berada diluar/dikantin pada saat jam
kerja.

Padahal, Untuk membantu dan menunjang fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka disiplin pegawai atau staf seperti: Apel Pagi, Apel Sore,
Daftar Kehadiran Pegawai, Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai, dan Kinerja
Pegawai perlu untuk dilakukan karena merupakan bagian dari disiplin pegawai
yang harus dicapai agar supaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, staf
yang ada di Sekretariat Dewan bisa mencapai/melaksanakan dan menjalankan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Administrasi kesekretariatan secara
optimal dan semaksimal mungkin.

Kenyataannya dilapangan, peneliti juga menyimpulkan bahwa kedisiplinan
pegawai sekretariat masih rendah. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa
Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terlebih dahulu tiba di kantor
dibandingkan staf nya, memang benar, Sekretariat DPRD Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai unsur pimpinan harus memberikan keteladanan dan contoh yang
baik kepada bawahannya, namun seharusnya bawahannya pun membalas atau

meniru keteladanan pimpinannya yang positif. Keadaan pegawai sekretariat yang



cenderung tidak disiplin tentunya akan mempengaruhi kondisi kedisiplinan
pegawai lainnya, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi disiplin
pegawai secara keseluruhan, sehingga akan mempengaruhi kinerja dalam
membantu dan memfasilitasi para Anggota Dewan.

Pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 53 Tahun
2010 Pasal 1 angka 3 merupakan “setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS, yang
tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik
yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Kemudian, lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 BAB Il pasal 3 angka 11 tentang
kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dapat dioptimalkan
penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang apabila norma hukum yang
mengatur tentang ketentuan tersebut jelas, lengkap, praktis, dan mudah
dilaksanakan.® Selanjutnya, penjelasan mengenai Pasal 3 angka 11, menyatakan
“bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk masuk kerja dan menaati
ketentuan jam kerja adalah setiap pegawai negeri sipil wajib datang, menjalankan
tugas, dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat
umum bukan karena dinas. Dan apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan
kepada pejabat yang berwenang”.*

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan
penulisan dengan judul “Penegakan Sanksi Disiplin terhadap Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin”

3Ibid, him. 7.
* 1bid



B. Permasalahan
Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka
Permasalahan yang diambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penegakan sanksi disiplin
terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Musi Banyuasin?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup
penelitiannya yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk
mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk
mempersempit pembahasan. Karena luasnya cakupan permasalahan yang akan
dibahas, maka ruang lingkup dalam permasalahan pertama akan dibatasi pada
penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan kendala-kendala dalam penegakan sanksi
disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten

Musi Banyuasin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah
a. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan sanksi disiplin terhadap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi

Banyuasin.



Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala-kendala dalam penegakan sanksi
disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Musi Banyuasin.

Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian penulisan proposal ini diharapkan mampu

memberi manfaat dalam hal:

b.

1)

2)

3)

Secara Teoritis

Bagi peneliti

Serbagai bahan acuan dan penambah wawasan khususnya penegakan sanksi
disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan
rujukan untuk peneliti lain dan akademisi dalam melakukan penelitian-
penelitian selanjutnya .

Bagi Universitas Muhammadiyah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna bagi
mahasiswa Fakultas Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (feedback) atas
penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat

DPRD Kabupaten Musi Banyuasin secara optimal.



E. Kerangka Teori dan Konsepsional
1. Kerangka Teori
a. Teori Penegakan Disiplin

Kaitannya dengan Kkedisiplinan, Santoso juga mengemukakan sesuai
dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka teori penegakan disiplin dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) macam vyaitu Penegakan Disiplin Preventif dan
Penegakan Disiplin Represif®. Disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau
kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi
keputusan yang telah ditetapkan®. Merupakan tugas seorang pemimpin untuk
mengusahakan terwujudnya suatu disiplin yang mempunyai sifat positif, dengan
demikian dapat menghindarkan adanya disiplin yang bersifat negatif. Disiplin
positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana seseorang
dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, adapun disiplin negatif sebagai unsur
di dalam sikap patuh yang disebabkan oleh adanya perasaan takut akan hukuman.
Menurut Wirjo ukuran tingkat disiplin pegawai, adalah apabila pegawai datang
dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat
pada pekerjaannya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan
perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang
ditentukan oleh kantor atau perusahaan, dan selesai pada waktunya’. Berdasarkan
pada pengertian tersebut di atas, maka tolok ukur pengertian kedisiplinan kerja

pegawai adalah sebagai berikut :

SSantoso Sastropoetro, 2015, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam
Pembangunan Nasional. Bandung: Alumni, him 8

®1.G. Wursanto, 2015, Managemen Kepegawaian. Kenisisus, Yogyakarta, him 12

" Wirjo Surachmad, 2018, Wawasan Kerja Aparatur Negara, Pustaka Jaya, Jakarta, him 19
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1)

2)
3)

4)

Kepatuhan terhadap jam-jam kerja.

Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata
tertib yang berlaku.

Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda
pengenal instansi.

Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan
kantor dengan penuh hati-hati.

Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan. Di
dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah dimuat
di dalam Bab Il Pasal (2) UU No0.43 Tahun 1999, ada beberapa
keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :

Mentaati segala peraturan perundangundangan dan peraturan kedinasan
yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang
diberikan oleh atasan yang berhak.

Melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya serta memberikan pelayanan
yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
Menggunakan dan memelihara barangbarang dinas dengan sebaik-
baiknya.

Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama
Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.

Dengan demikian, maka penegakan disiplin merupakan praktek secara

nyata dari para pegawai terhadap perangkat peraturan yang tedapat dalam suatu

organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan saja melainkan

juga tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi, berdasarkan pada hal tersebut

diharapkan efektifitas penegakan disiplin pegawai akan meningkat dan bersikap

serta bertingkah laku disiplin.

b. Teori Sanksi Disiplin

Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan

(menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.® Sanksi

merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan

83ahwitri Triandani, 2014, Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan),
Pekanbaru: LPPM, him. 39
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dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat
diatasi.®

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy
seorang ahli psikologi® mengenai hukuman sebagai berikut:

1) Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada
subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan
rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.
2) Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak
akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebakan timbulnya hukuman
semula.
3) Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka
akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

Sanksi hukuman disiplin bagi setiap pelanggaran disiplin dengan tujuan
untuk memperbaiki dan mendidik para Pegawai Negeri yang melakukan
pelanggaran. Sebelum pegawai dijatuhi hukuman terlebih dahulu pejabat yang
berwenang mempelajari dengan teliti hasil-hasil pemeriksaan serta wajib
memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan
pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Jenis hukuman disiplin
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:

1. Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis; dan
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

®Ahmad Ali Budaiwi, 2012, Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak,
Jakarta: Gema Insani, him 30

Good, Thomas L., and Jere E. Brophy. 2014. Educational Psychology: A Realistic.
Approach. Fourth Edition. London: Longman, him.13
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c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari:
a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b) Pemindahan dalam rangka penurunan
c) jabatan setingkat lebih rendah;
d) Pembebasan dari jabatan;
e) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil; dan
f) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah untuk memperbaiki
dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh
sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih
dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
disiplin. Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:

1) Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;

2) Mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah;

4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai
Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggungjawab;

6) Menjunjung tinggi kehormatan Negara,

7) Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

8) Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;

9) Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;

10) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan Negara;

11) Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada
hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

12) Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

13) Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

14) Menggunakan dan memelihara barangbarang milik Negara dengan
sebaik-baiknya;

15) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

16) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
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17) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier; dan

18) Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

Sedangkan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri
Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:

1) Menyalahgunakan wewenang;

2) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3) Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing;

5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;

6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

7) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun
baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;

8) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

13) Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:

a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut Pegawai Negeri Sipil;

c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri
Sipil lain; dan/atau

d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;

14) Memberikan dukungan kepada calon Presiden /Wakil Presiden dengan
cara:

a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
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b) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri
Sipil dalam lingkungan unit Kkerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat;

c) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

d) Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:

(1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

(2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;

(3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau

(4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.

Tingkat hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
a) Tingkat hukuman disiplin ringan;

b) Tingkat hukuman disiplin sedang;
c¢) Tingkat hukuman disiplin berat.

2. Kerangka Konsepsional
a. Sanksi secara umum adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan
dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan

kesalahan dan sanksi secara khusus adalah pemberian tindakan-tindakan
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hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-
undang.

Penegakan sanksi adalah penegakan hukum melalui penjatuhan sanksi
dijatuhkan oleh pejabat Tata Usaha Negara

Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya
merupakan tanggung jawabnya®?.

. Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan

maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan

teori—teori yang telah di sebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa penegakan

sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Musi Banyuasin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris untuk

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam

kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek

kemasyarakat. 1> Penelitian empiris menggunakan data primer dalam mengkaji dan

1 Wirjo Surachmad, Op.Cit, him 19
12 Sperjono Soekanto, 2016, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Ul Press, him. 6.
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menelusuri norma-norma serta peraturan-peraturan yang mengatur kode etik
disiplin. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis

mengenai pembahasan permasalahan.*3

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis.
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan
menganalisa penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang terjadi selama ini, serta
memberikan gambaran dan menganalisa penegakan sanksi disiplin terhadap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan
Focus Group Discussion. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Sekretariat
DPRD Kabupaten Banyuasin, dengan sumber informasi berasal dari para
pengawas Badan Kepegawaian Daerah (BKD), staf dan ASN Sekretariat DPRD

Kabupaten Banyuasin.

3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data Penelitian

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan data primer
dan data sekunder. Data Primer adalah dalam hal ini data atau sumber yang
diperoleh bersumber dari survei langsung ke lapangan terhadap Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuasin; penegakan sanksi

disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten

13 peter Mahmud Marzuki, 2018, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, him. 29 .
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Musi Banyuasin. Data sekunder diperoleh dari dari peraturan perundang-undangan
sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar penegakan sanksi disiplin
terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi

Banyuasin.

b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber
data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan Nara sumber
dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Banyuasin dan pihak-pihan pengawas dari pemerintah.

2. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari seumber yang pertama,
melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang
diperolah dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian
laporan,buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.* Bahan-bahan
hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar,
dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini
bersumber dari:

a) Undang-Undang 23 Tahun 2014 penyelenggaraan kinerja Pemerintahan
Daerah

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN)

c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Sekretariat DPRD

14 Zainuddin Ali, 2014, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 42
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d) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara penelitian empiris (Field

Research).

a. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan
observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Adapun teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara atau Interview
Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi
secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan
seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survai, karena
tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang
menjadi sumber data utama dalam penelitian.'® Adapun jenis wawancara yang
digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (interview guide), yaitu peneliti
bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan
mengenai pokokpokok yang akan ditanyakan. Melalui teknik ini, peneliti
melakukan wawancara langsung. Untuk memperoleh data primer, dilakukan
dengan penelitian terhadap responden, dengan melakukan wawancara dengan
menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap
pihak yang berhubungan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat

DPRD Kabupaten Banyuasin.

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 2012, Metodologi Penelitian Survai, (Jakarta:
LP3ES, him.145.
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b. Studi Pustaka (Library Research). Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan
mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat
dan menganalisis bukusbuku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi
pustaka dapat melalui Dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang
artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dari

dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data
yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif,
untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Dalam melaksanakan pengolahan data
yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain® :

a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan
kebenaran data yang telah diterima serta relevasinya sebagai peneliti.

b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasikan jawaban para responden menurut
jenisnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan
dalam menganalisa data.

c. Sistematika data yaitu menyusun data sesuai dengan bidang telaah atau pokok

bahasan dengan makna untuk memudahkan dalam menganalisa data.

18Ibid, him.12.
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6. Teknik Analisi Data

Data yang telah diperoleh, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif
yaitu dilakukan dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk uraian
kalimat atau penjelasan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik
kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada
faktafakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan
kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan

berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB | PENDAHULUAN
A. Latar belakang

B. Permasalahan

C. Ruang lingkup

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

E. Kerangka teori dan kerangka konseptual

F. Metode penelitian dan
G. Sistematika penulisan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

B. Tinjauan umum tentang Disiplin PNS

C. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

D. Disiplin Pegawai Negeri Menurut Peraturan
Perundang-undangan

E. Tata Cara Pemeriksaan PNS yang Diduga Melakukan

Pelanggaran



BAB Il

BAB IV

20

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
dan

B. Kendala-kendala dalam penegakan sanksi disiplin terhadap
Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Banyuasin.

PENUTUP

Bab ini berisikan

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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